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RINGKASAN 

 
PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH WARTAWAN 

( STUDI PUTUSAN PN KOTABARU NO. 123/PID.SUS/2020/PN.KTB ) 

(RAHMADI: 2023, 100 hlm) 

 

Rahmadi. Juni 2023. PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE 

OLEH WARTAWAN (STUDI PUTUSAN PN KOTABARU 

NO.123/PID.SUS/2020/ PN.KTB ). Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. 

Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H., dan Pembimbing 

Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 

Dalam tatanan demokrasi, pers bertindak sebagai sumber daya sosial atau publik 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan lainnya. 

Oleh karena itu, bukan hanya pers yang memahami bagian dalam dan luar media, 

namun pentingnya kehadiran media dalam pembangunan nasional dan langkah- 

langkah pengambilan keputusan pemerintah. 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pers yang meliputi 

media cetak, media elektronik dan media lainnya yang merupakan salah satu 

sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Oleh 

karenanya, jaminan kemerdakaan pers untuk mencari dan menyampaikan 

informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang 

dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi 

sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 

mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat 

tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan 
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buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas 

wilayah”. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana 

pertimbangan hakim terhadap dienata dalam putusan tersebut dan 2) untuk 

mengetahui kenapa hakim tidak memperhatikan UU No.40 Tahun 1999 tentang 

pers dalam pengambilan keputusan terserbut 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan 

hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi 

putusan Pengadilan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

 
1. Dalam kasus ini sengketa adalah bukan tindak pidana, melainkan sengketa pers 

yang sudah selesai berdasarkan Surat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi 

Dewan Pers No.5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media 

Siber Kumparan.com, tertanggal 5 Februari 2020. Keputusan itu memuat 6 (enam) 

Rekomendasi terkait dengan penyelesaian hak jawab kasus ini. Maka kepolisian 

yang kemudian dilanjutkan oleh pengadilan, seharusnya tidak melakukan 

penahanan, maupun memproses lebih lanjut sengketa dengan menggunakan 

ketentuan UU ITE, apalagi diselesaikan pada sistem peradilan pidana. Bahwa 

seluruh prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers ini hadir sebagai 

bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat 

yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi 

hukum dan dijamin sebagai hak warga Negara. 

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 

tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus- 

kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers 

memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan tersebut. 

Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, tindakan penghukuman 

dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan 

malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti 
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yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain. 

Sekalipun begitu, dalam kasus ini, produk pers yang dibuat oleh Terdakwa dilihat 

dari 7 aspek batasan ujaran kebencian yaitu 1) tingkat keparahan atau severity, 2) 

niat atau intent, 3) konten, 4) publik yang dituju, 5) kemungkinan terjadinya 

dampak buruk, 6) kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi, permusuhan 

atau kekerasan, 7) konteks; tidak memberikan fakta bahwa yang diberitakan oleh 

Terdakwa adalah ujaran kebencian, Terdakwa dalam pemberitaan menjabarkan 

informasi. Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik 

jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU 

Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut 

pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan 

dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi 

dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab. Untuk itu, dikarenakan perbuatan 

yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana dan bukan pula 

merupakan kompetensi absolut dari pengadilan Negeri Kotabaru, maka penulis 

menilai bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan dakwaan dari 

penuntut umum tidak dapat diterima sepanjang terkait kewenangan mengadili dan 

atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum 

sepanjang terkait pembuktian pada pokok perkara. 
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PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH WARTAWAN 

(STUDI PUTUSAN PN KOTABARU NO.123/PID.SUS/2020/ PN.KTB ) 

RAHMADI 

 

 
 

ABSTRAK 

 
Penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang penjatuhan pidana seorang 

wartawan bernama Dienanta Putra Sumedi yang melanggar Undang-Undang No. 

11 Tahun 2008 tentang ITE dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru nomor: 

123/ Pid.Sus/2020/PN.Ktb. 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Dimana 

penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dan putusan pengadilan 

PN KOTABARU NO.123/PID.SUS/2020/PN.KTB serta semua tulisan yang 

berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode 

pengumpulan data lalu dianalisis sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi 

buku-buku hukum.Penelitian ini menjelaskan sudut pandang hukum positif 

tentang isu SARA mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

ITE. 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pada 

kasus diputusan tersebut seharusnya bukan tindak pidana, melainkan sengketa 

pers, Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers 

yang hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers bagian wujud 

kedaulatan rakyat. Kedua, Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 

Tahun 1999 tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat 

atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Permasalahan yang 

menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan 

diselesaikan dengan upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, 

mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab. 

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Melanggar, UU ITE, Wartawan. 
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